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BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi penggunaan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada
Pelayanan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang.

Pelaksanaan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam rangka
percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang merupakan bentuk pelayanan
publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang. Proses perizinan diawali dengan

mengunjungi https://0ss.go.id/, Pilih MASUK, masukkan Username dan

Password, lalu klik tombol MASUK, Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih
Permohonan Baru, Lengkapi Data Pelaku Usaha, Lengkapi Data Bidang
Usaha, Lengkapi Data Detail Bidang Usaha, Lengkapi Data Produk/Jasa,
Periksa Daftar Usaha, Periksa Daftar Kegiatan Usaha, Periksa dan Lengkapi
Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha tertentu), Pahami
dan Centang Pernyataan Mandiri, Periksa Draf Perizinan Berusaha, Perizinan

Berusaha terbit (SS/1zin belum terverifikasi).

2. Kendala dalam penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada
Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang.

Kendala yang ditemui dalam penerapan OSS di Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dapat

dilihat sebagai berikut:
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https://oss.go.id/
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Kondisi sosial masyarakat khususnya pelaku usaha belum sepenuhnya
mampu mengoperasikan sistem perizinan berbasis OSS.

Tidak semua pelaku usaha memiliki perangkat yang memadai untuk
digunakan mendaftar pada website.

Website sedang tidak bisa diakses atau sedang dalam maintenance

yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat log-in atau terjadi error.

3. Upaya dalam mengatasi kendala pada penerapan sistem Online Single

Submission (OSS) Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota

Padang.

Beberapa upaya yang dilakukan pihak DPMPTSP Kota Padang agar

implementasi kebijakan perizinan berbasis OSS dapat maksimal yaitu

dengan cara:

1.

2.

3.

B. Saran

DPMPTSP melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
DPMPTSP menyediakan layanan pengaduan untuk membantu pelaku
usaha yang terkendala.

Perbaikan dan pengembangan sistem.

Perlunya peningkatan dan pengembangan akan fasilitas maupun
aplikasi agar penggunaan Online Single Submission (OSS) dapat lebih
mudah dan optimal.

Perlunya peningkatan sosialisasi mengenai Sistem Online Single
Submission (OSS) agar masyarakat mengerti dan mampu

mengoperasikan Sistem (OSS) agar lebih merata.



60

3. Masyarakat khusus bagi para pelaku usaha agar mau membaca dan
mencari berita dan informasi yang telah disampaikan oleh pihak

DPMPTSP.
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